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dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan komponen ekonomi dan mata pencaharian

Sebagai negara yang terletak di cincin api (ring of fire),
Indonesia memiliki sekitar 53.000 desa yang terletak di
daerah rawan bencana, yang berarti sekitar 33% dari total
populasi terancam langsung oleh bencana. Pada tahun
2020 saja, tercatat 4.650 peristiwa bencana vyang
berdampak negatif terhadap 6,7 juta orang, mata
pencaharian dan aset mereka.

Selain  keterpaparan geografis, kerentanan sosial
meningkatkan potensi risiko, seperti lemahnya tata kelola
pembangunan vyang tidak peka terhadap kebutuhan
kelompok rentan, seperti anak-anak, penyandang
disabilitas, perempuan, atau kelompok terpinggirkan
seperti etnis dan bahasa minoritas. Hal ini juga dapat
mengarah pada program pembangunan yang tidak fokus
pada pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas
ekosistem dan lingkungan, serta mengatasi kerapuhan
ekonomi dan kemiskinan. Selain itu, terbatasnya akses
terhadap sumber daya pengetahuan untuk mengelola
risiko dan menghadapi situasi darurat, serta terbatasnya
akses terhadap perlindungan sosial.

Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya pengelolaan risiko
bencana oleh berbagai pemangku kepentingan, dengan
keterlibatan kelompok masyarakat yang berarti. Dengan
pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK),
masyarakat yang terkena risiko bencana secara langsung
harus menjadi salah satu pelaku utama dalam memahami
sifat ancaman, bekerja sama dengan pemangku
kepentingan lainnya

(pemerintah, kelompok  masyarakat sipil)  untuk
mengidentifikasi akar penyebab kerentanan di wilayah
mereka, serta menilai dan membangun kapasitas mereka
sehingga mereka dapat melakukan upaya pengurangan
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risiko melalui tindakan adaptasi dan mitigasi, kegiatan
kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas mereka untuk
melindungi aset mata pencaharian mereka dalam
membangun ketahanan.?

PRBBK: Sebuah Ruang yang Padat

Terdapat banyak pendekatan dan program untuk PRBBK di
Indonesia.? Di antaranya program-program yang dipimpin
oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah,
seperti program Desa Tahan Bencana Nasional (Destana)
yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Program Desa Iklim (Proklim) di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Program
Kampung Siaga Bencana (KSB) oleh Kementerian Sosial,
program Desa Pantai Aman (KKP) oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan, serta inisiatif yang dipimpin oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, yang semuanya bertujuan  untuk
memberdayakan masyarakat dengan mengintegrasikan
ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim ke
dalam perencanaan tingkat desa.

Lembaga swadaya masyarakat juga aktif melaksanakan
PRBBK dan bantuan adaptasi perubahan iklim. Tak kalah
pentingnya, masyarakat lokal secara mandiri, baik melalui
inovasi maupun sebagai bagian dari melestarikan kearifan
budaya lokal, juga melakukan upaya pengurangan risiko
bencana, beradaptasi dengan perubahan iklim dan
melestarikan lingkungan. Namun, hingga saat ini baru
sekitar 5.000 atau 10% desa rawan bencana yang telah
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melaksanakan atau menerima dukungan program PRBBK
atau sejenisnya.’

Dengan banyaknya desa yang rawan bencana, dan
sedikitnya yang mendapat dukungan langsung untuk
membangun ketahanan masyarakat, maka perlu adanya
koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan
pendekatan lintas kelompok pemangku kepentingan
dalam hal kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan,
dan pemantauan. Langkah pertama adalah melakukan
stock opname terhadap informasi sebaran program PRBBK
di Indonesia, pemantauan kualitas, potensi pendamping
masyarakat, dan produk pengetahuan yang dapat
dimanfaatkan secara praktis oleh masyarakat. Untuk itu,
pengembangan katalog digital yang memuat aspek
informasi tersebut dan mudah diakses oleh berbagai
pengambil keputusan telah diidentifikasi sebagai solusi
yang paling tepat untuk mensinergikan program PRBBK di
Indonesia. Selain informasi, pendekatan program yang
relevan dengan isu terkini dan dapat diadopsi oleh
berbagai pelaku pembangunan juga perlu dikembangkan.

Kompleksitas PRBBK: Bencana, lklim, Ekonomi dan
Perlindungan Sosial

Meskipun demikian, terdapat tantangan, terutama dalam
memastikan bahwa program-program pembangunan
ketahanan masyarakat di tingkat desa menjawab
kebutuhan sehari-hari dan mengatasi masalah yang
dihadapi masyarakat. Tantangan vyang dihadapi di
Indonesia semakin kompleks, seperti meningkatnya
ancaman bencana dan ketidakpastian risiko dari krisis
iklim, ketahanan ekonomi masyarakat yang rentan.
Serangkaian faktor ini semakin penting karena aktivitas
dan aset ekonomi rentan terhadap ancaman bencana dan
sensitif terhadap perubahan lingkungan. Situasi sulit ini
diperparah dengan skema perlindungan sosial yang belum
inklusif, terutama bagi masyarakat miskin atau
terpinggirkan yang tinggal di daerah rawan bencana.*
Menjawab tantangan tersebut menuntut pemangku
kepentingan (pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat)
untuk melakukan pendekatan atau strategi membangun
ketahanan  masyarakat yang memadukan aspek
pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim,
skema  ketahanan ekonomi  berkelanjutan, dan
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perlindungan sosial yang inklusif, sehingga selaras dengan
semangat dan prioritas Kerangka Aksi Sendai (2015).

Namun, partisipasi aktif dalam pelaksanaan program untuk
membangun ketahanan masyarakat sering kali tidak
berkelanjutan dan sering tidak lebih dari sekadar latihan.
Hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat® yang sering menjadi akar penyebab
kerentanan masyarakat rawan bencana dibiarkan begitu
saja atau belum diikutsertakan dalam rancangan program
ketahanan yang ada. Kegiatan program sering kali hanya
terfokus pada penyusunan dokumen perencanaan
penanggulangan bencana dan kegiatan kesiapsiagaan
seperti simulasi, pembuatan peta evakuasi, titik evakuasi,
atau sistem peringatan dini. Meskipun semua komponen
ini penting, jika implementasinya tidak terintegrasi dengan
aspek yang memperkuat ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang berisiko, maka peluang sebuah program
untuk mengatasi akar penyebab kerentanan masyarakat
atau peningkatan kapasitas di antara anggota masyarakat
untuk mengelola risiko bencana akan terkendala.®

Dengan mengintegrasikan komponen ekonomi dan
kesejahteraan, upaya untuk mengurangi kerentanan dan
membangun ketahanan masyarakat memiliki potensi yang
jauh lebih tinggi untuk berkelanjutan.” Ketika komunitas
berisiko dapat mengembangkan strategi agar kegiatan
ekonomi mereka dapat bertahan dari ketidakpastian yang
menyertai bencana (dan perubahan iklim), mereka
memiliki peluang lebih besar untuk pulih dengan cepat dan
terhindar dari jatuh (lebih dalam) ke dalam kemiskinan.

Selain itu, mengintegrasikan mekanisme perlindungan
sosial dengan pendekatan PRBBK memastikan bahwa
kelompok rentan yang tinggal di daerah rawan bencana
memiliki akses dukungan selama tanggap bencana dan
pemulihan. Banyak individu dari kelompok rentan dan
terpinggirkan saat ini tidak memenuhi syarat untuk skema
perlindungan sosial dari pemerintah, membuat mereka
semakin rentan di saat krisis. Misalnya, ada banyak mata
pencaharian yang sensitif terhadap perubahan lingkungan
akibat bencana atau krisis iklim. Ambil contoh kelompok
kecil nelayan yang tidak bisa melaut saat gelombang
ekstrem atau petani yang dihadapkan pada kekeringan dan
banjir yang semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini,
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sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih besar seputar
PRBBK (termasuk upaya adaptasi dan mitigasi melalui
kesadaran, adaptasi mata pencaharian dan infrastruktur
tahan iklim), penting untuk mendorong regulasi skema
perlindungan sosial yang cukup fleksibel untuk merespons
risiko bencana dan peristiwa serta krisis terkait iklim di
samping program-program yang dirancang untuk
melindungi masyarakat dalam jangka pendek dan
panjang®, terutama bagi kelompok-kelompok yang
terpapar langsung dan yang aset penghidupannya sensitif
terhadap ancaman bencana dan risiko iklim.

Pendekatan Holistik dan Koheren untuk PRBBK: Desa
Tangguh Bencana Berbasis Kesejahteraan

Dengan melihat kompleksitas tantangan bencana dan
perubahan iklim serta pengembangan program untuk
membangun ketahanan di tingkat tapak, SIAP SIAGA
bekerja sama dengan BNPB memfasilitasi inisiasi
pendekatan Desa  Tangguh Bencana berbasis
kesejahteraan. Pendekatan ini  bertujuan  untuk
menyatukan aspek pengurangan risiko bencana,
ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan
perlindungan sosial yang inklusif dan diharapkan dapat
menjadi pedoman atau model umum untuk merumuskan
program pembangunan ketahanan berbasis masyarakat
lintas sektor. Melalui model ini juga diharapkan sinergi
program berbasis desa akan meningkat untuk menghindari
tumpang tindih dan duplikasi kegiatan program. Di sisi lain,
pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana
program berbasis desa dapat saling melengkapi untuk
membangun ketahanan masyarakat.

Langkah Selanjutnya

Untuk mencapai prioritas ini diperlukan upaya, koordinasi,
dan manajemen pemangku kepentingan yang signifikan. Di
tingkat desa, di mana hampir setengah dari penduduk
Indonesia tinggal dan mencari nafkah, berbagai langkah
telah dibuat oleh berbagai aktor dalam mengembangkan
berbagai pendekatan manajemen risiko bencana berbasis
masyarakat. Makalah ini berargumen bahwa, berdasarkan
pelajaran yang dipetik, terdapat kebutuhan untuk
menyertakan elemen berbasis kesejahteraan, koherensi
yvang lebih baik dengan ketahanan ekonomi, fokus pada
lingkungan, dan faktor lainnya, serta integrasi pendekatan
ini ke dalam pendekatan program berbasis desa yang
harmonis.
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Diusulkan pula agar dibentuk mekanisme koordinasi
konsultatif antara perwakilan Pemerintah Indonesia dan
mitra programnya di tingkat nasional dan daerah, dengan
tujuan agar forum-forum tersebut dapat mendukung
konsolidasi, koordinasi dan harmonisasi pendekatan,
kebijakan, = program dan  penganggaran dalam
pengembangan program ketahanan masyarakat yang

inklusif dan holistik.

Indonesia telah cukup berani dalam upaya meningkatkan
pengelolaan risiko bencana di tingkat masyarakat. Bukti
dari program-program sebelumnya sudah kaya dan dapat
serta harus digunakan untuk mendukung langkah
selanjutnya dalam pengembangan pendekatan holistik dan
koheren bagi perumusan program pengelolaan risiko
bencana berbasis komunitas.
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